PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 03 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada
masyarakat secara berdaya guna dan berhasdl guna, maka

periu dibentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah yang
divangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang
Parmdentukan Daerah-Daerah Eabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negard Replibs
Indonesia Tahunm 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara MNomor 09);

2. Undang-Undang Momor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 )
sehagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Mégara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tembahan Lembaran Negara Nomor 38907);

3. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

4, Undang-Undang MNomor 1 2 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegarm ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 10 2 Tahun (2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ({Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lernbaran MNegara Nomaor 4389);

6. Undang-Undang MNomor 32 Tahun A4 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antira Pemerintzh Pusat dan Ooerah (Lembaran
Negara Republic Indonesia Tahum 2004 MNomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

BE. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturad
(Lermbaran  Megara Republik Indomesia Tahun 2000
Momor 197, Tembahan Lembaran Negara Momor 4018),
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 13 Tahun 2002 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4193%;

E.FﬁﬂLln Permerintzh Momor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawal Megeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun A3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4263).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWANKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

Menstapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan inl yang dimaksud dengan ;

1. Derah adatah Kabupaten Sumenep:
2. Pemerintah Daerah adaah Pemerintah Kabupaten Sumeanep,

3. Bupati adalah Bupall Sumenep;
4. Peranghat Daerah adalah organisasy/ lembaga pada Perneringah
Daerah yang beranggung jawab kepada Bupati dalam

penvEiengparaan  Peménntahan  yang  tendid  dan Gkls
Sekretariat Deerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurshan Sesun

dengan kebutuhan daerah;

5. Sekretans Doerah adalsh Sekretars Ooaerah  Kabupaben
SLImenep;

6. Lembaga Teknis Doerah adalah Lembaga Tekns Daerah
Kabupaten Sumenep.

7. Unit Pelaksana Teknis ssianjutrya disebut UPT adalah unsur
pelaksana operasonal lembaga teknis daerah di lapangan yang
melaksanakan sebagaian fugas lembaga teknis daerah dan
mempunyal wikayah kerja 1 (Satu) atau beberapa KeCamatan,



BAB I1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS5I
Baglan Kesatu
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 2

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tUQEs
Bupati dalam penyusunan dan palaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik;

(2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang
daiam pelaksanaan tugasmya berada dibawah dan bertanggung
fawab kepada Bupati melalul Seknetirts Daerah,

Pasal 3

Dafarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dafam pasal 2

avat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis sesus dengan ngkup tugasnya,

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

G whnmmmmmmw;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibedkan oleh Bupab sesual
dherighin bLQAS RN Turi5ifya,

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

(1} UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional lembags teknis
daerah di lapangan:
(2} UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

berianggung jawab kepada Kepala Badan dan  secara
cperasaonal dikoordinasikan oleh Camal,

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam

pasal 5, UPT mempunyal Fungsi :

&, pelaksanaan sebaglan tugas Badan Lembaga Teknis Daerah
sesual dengan bidang operasionalmya @ lapangan;

b, pelaksanaan wesan administrast telnes operasional.



BAB IT1
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Fasal 7

Lembaga Teknis Daerah tendin da |
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Inspektorat;

¢. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatéhan;

d, Badan Lingkungan Hidup:

£, Badan Komunikas dan [nformasi;

f. Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Perempuan;

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perfindungan Masyarakat;
h. Badan Pengaiolaan Keuangan dan Kekayvaan Dadrah;
I. Kantor Kebersihan dan Pertamanan;

. Kantor Arsip dan Perpustakasn;

. Kantor Energl dan Sumber Daya Mineral;

. Ksmor Peternakan.

Bagian Pertama
Mnmmmm

Pasal B

Badan Perencanaan Permdangunan Daerah terdin dan ;
Kepala Badan;

sEkretanat;

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekxonami;

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesajahteraan S0sal ;
Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik ;

Bidang Evaluasi, Penslitian dan Pengembangan;
Kielompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Q~panp o

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal B hunud b,
remibawahi :

a, Sub Bagian LUenum, Peckenghapan dan Kepegawaian |
b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.

{2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf ¢, membawahi :

a. Sub Bidang Ferencanaan Pembangunan Pestanian, Industr,
Perdagangan dan Koperasi;

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Energl, dan Sumber
Dirya Mineral,

{3) Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan  Sosial
sehagaamana demaksud dalam pasal 8 hunef d, membaeahs |
a. Sub Bidang PerenCansan Pembangunan Kesehaian dan

Kesejahteraan Sosial;
b Sub Bidang Perencanasn Pembangunan Agama, Pendidikan
dan Kependudukan.



(4) Bidang Perencaraan Pembangunan RSk sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf &, membawahi :
a. Sub Bwdang Perencanaan Pembangunan 5Sarana dan
Prasarana;
b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembangunan
Daerah,
{5 Badang Evaluasi, Pensifian dan Pengembangan seSagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf F, membawiahd
a, Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bidang Penelition dan Pengembangan.
{8} Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Inspektorat
Pasal 10
Inspektorat terdin dar
a. Inspekiur

2. Bidang Pengawasan Fs dan Prasarana;
. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
g. Keiompok labatan Fungsional.

Fasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 hurul b,
mambawahi :

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
b, Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.

() Bidang Pengawasan Pemenniahan dan Aparatur SeDBGHMEENd
dimaksud dafam pasal 10 huruf €, membdwae |
a. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan;

b, Sub Badang Pengawesan Aparatur dan Onganisasi,

(3) Bidang Pengawasan Ekonomi dan  Kesejahtersan  Sosial
sehagaimana dimaksud dalam pasal 10 boruf d, memBawahe |
a. Sub Bdang Pengawasan ExDmdm;

b, Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial,

(4} Bidang Pengawasan Fsik dan  Prasarana  sebagalmana
dimaksud dalam pasal 10 huruf 2, membawahi :
3. Sub Bidang Pengawaian Fsik |
b, Sub Bidang Pengawasan Prasarana,

(5) Badang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan — Daerah
sehagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf £, membawahi |

a. Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan ;



Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12
Badan Kepegawaian, Pendidécan dan Pelatéhan terdinl dan :
a. Kepala Badan;
b, Sekretariat,

¢. Bidang Pengembangan dan Kesajahteraan Pegawal,
d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian;

g, Bidang AdminiStrasi dan Mutas Jabatan;

[, Bidang Pendidéan dan Pelatihan;

g, Kelompok labatan Fungsional.
Fasal 13

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b,
membawiahi |
a8, 5Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawasan
b. Sub Bagisn Program, Perencaonasn dan Keuangan
(2) Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan  Pegawal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf ¢, membawahi :
a. Sub Bidang Pengembangan Pegawal
b. Sub Bidang Fesejahtoraan Pegawai
(3] Bidang Kepangkatan dan Penggajion sebagamana dimaksud
dalam pasal 12 hunf d, membawahd :
3, Sub Bxdang Kepangkatan dan Penggajian Strukturad
b. Sub Bidang Kepangkatan don Penggaiian Fungsional
{4) Bidang Adménisirasi dan Mutasi Jabatan sehagaimana dimaksud
datam pasal 12 huruf 8, membawahi :
3. Sub Bidang Mutasi Pegawa
b. Sub Bidang Admenestras Jabatan Strukiural dan Fundgsions
(5] Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimakswd dalam
pasal 12 huruf f, membawahi |
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatinan Struktural
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

(81 Eelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kednnpat
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 14

:
-;
:

Hidug, terdir dart:

i
i

Analisis Dampak Lingkungan,
ng Pergendalian dan Pemeitharaan;
ng Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan ;

I:ei:mq:u-h]al:lilan Fungsaona.
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Fasal 15

( |y Sekretanial sebhagaimana dmaksud dalam pasal 14 hundf b,
memitawahi
a. Sub Bagian Umum, Perdengcapan dan Kepegawadan
b, Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.

71 Bidang Analisls Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 huruf ¢, membawahi :

4. Sub BidangTeknis Anafsis Mengenai Dampak Lingkungan;
b Sub Bidang Dampak Lingkundgan,

(1) Bidang Pengendatian dan Pemelarasn seibagaimana dimaksud
:hunm-aummn.mmm

|¢1H-H:Ian|_:| Pemulihan dan F'mrel'ﬂim Linglowngan sebagaimand
dimaksud dakam pasal 14 hurul @, mambawihi |

a. Sub Bidang Pemulnan Kualitas Lingkundan ;
b Sub Bidang Penyehatan Lingkungan,
(51 Kesompok Jabatan Fungsional,

Baglan Kelima
Badan Komunikasi dan Informasi

Pa=al 16

Ea:hnlﬁnnuimﬂmlrrﬁ:nrﬂtuﬁdm

Pasal 17

(1] Sekretarial sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 hurof b,
e
a. Sub Baglan Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian |
b. Sub Bagian Program, Perencansbn dan Keuangan.

{2} Bidang Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
Auruf ¢, mambawahi
a. Swub Bidang Pengumpulan Data dan Penyajian [nformasi;
b. Sub Bidang Pemyebaran Infonmas.

(3} Bidang Komunikcasi sebagaimana dimaksed dalam pasal 16
huruf d, membawahi :
a. Sub Bidang Media Cetak dan Elektrong;
b. Sub Bidang Penerangon, Komunikasl dan  Hubungan

Masyarakat.



(4) Bidang Pengelolsan Data Bekironlk dan  Telematika
sehagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf &, membawahi -
a. Sub Bidang Daka Elektronik dan Telematiia;

b, Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

(6) Bidang Pembiraan dan Perjinan sehagaimana dimaksud dalam
pasal 16 huruf T, membawahi -

a. Sub Bxlang Pembinaan;
b. Sub Bidang Pesrizinan;

(B) Kelompok labatan Fungsional;

(7) UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, adalah
LIPT Radio Gema Sumekar {RGS).

Bagian Keanam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Pasal 18

Badan Pembenaan dan Pemberdayaan Masyarmkal dan Perempuan
tendint i

8. Kepala Badan;

b, Sekretariat;

E- Bidang Pemanfaatan Teknologl Tepat Guna;
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fasal 19

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dafam pasal 18 huruf b,
membawahi
a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawadian ;
b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan,

(2) Bhdang Pembinraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 hurul ©, membawahl :
3, Sub Bidang Pembinaan Kalembagaan ;
b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas,

(3) Badang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud

datarm pasal 18 huruf d, membiwahs
a. Sub Bidang Partisipas] Masyaralkat;
b. Sub Bidang Fasilitasi Pembangunan.
(4) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagakmana
dimaksud dalam pasal 18 huruf &, mermbdwal
a. Sub Bidang Penerapan Teknologl Tepat Guna;
b. Sub Bidang Pengembangan Teknologl Tepal Guna.
(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud
datam pasal 18 huoruf T, rmembaeahs |
a. Sub Bidang Pembinaan Esiembagaan Perempuan;
b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
(8] Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Fasal 20

Bacfan Kesatuan Bangsas den Perfindungan Masyarakat terdiri dar ;
a. Kepala Badan;

b, Sekretanat;

. Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa:

d. Bidang Hubungan Antar Lembaga;

&, Bidang Perlindungan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dadam pasal 20 hural b,
rsErnidanvahs :
d. Sub Baglan Umum, Perlengkapan dan Kepegawadan
b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan

(2) Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa sehagaimana dimaksud
datamn pasal 20 huruf ¢, membawahi

a. Sub Bidang Integrasi Bangsa;
b. Sub Bigang Kagan Strategis dan Hak Asasi Manusia.

(3] Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud
datam pasal 20 huruf d, membawahi |
3. Sub Bidang Huburggan Antar Lembaga ;
b Sub Bidang Crganisasi Kesejahteraan Masyarakat, Profes],
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partal Palitik.
[4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud datam
pasal 20 hurul e, membiesahi |

a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
b. Sub Bidang Pembinaan Potensi Pertindungan Masysrakat

dan SAR.
{5} Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pasal 12



Pasal 23

(1) Sekretarial sebagaimana dimaksud datam pasal 22 huruf b,
mernbawahii |
3. Sub Baglan Pemvyusunan Program;
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawakan |
c. Sub Bagian Umum.
(7] Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
huruf b, membawahi :
4. Sub Bidang Pagak;
b. Sub Bidang Retribusi;
c. Sub Bidang Pendapatan Lasn-iain.
(3} Bidang Pembiayaan sebagalmana dimaksud dalam pasal 22
hurf €, membaalh
a. Sub Bidang Anggarsn;
b. Sub Bidang Bedanja Pegawal;
€. Sub Bidang Perbendaharaan,
(4) Bidang Kekaysan sebagaimana dmaksid dalam pasal 72 huruf
d, membdveas |
3. Sub Bdang Perencanaan Kebutuhan;

b. Sub Bidang Permelinarasn ;

€. Sub Bidang Imventarisasi dan Penghapusan.
(5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi sebagaimana dmaksud

dalam pasal 22 hunuf &, membawahi :
3. Sub Bdang Verifikas Pendapatan;
b, Sub Bidang Verfikasi Pembsayaan;
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaparan,
(6] Kelompok Jabatan Fungsional
(7] UPT terdiri dari :
1. UPT Pasar Kola;
2. UPT Pasar Kecamalan,

Bagian Kesembilan
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 24

Kantor Kabersiian dan Pertamanan tenden dan |

a. Kepala Kantor;

b, Sulb Bagan Tata Usaha;

€. Seksl Kebersihan;

d, Seks Penamanain]

e Solen Pemadam Kebakaran;

f, Kedompok labatan Fungsional



Bagian Kesepuluh
Kantor Arsip dan Perpustakaan

Pasal 25

Eantor Arsip dan Perpustakaan tenden dan

3, Kepala Kantor,

b. Sub Bagian Tata Lsaha;

C. Seksi Akulsisi dan Pengolahan Arsip ;

d. Seksi Penpgelolaan Perpustakaan ;

@, Seksi Pengembangan dan PembinaanTeknis,

. EKelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 26

Kantor Enérgl dan Sumbér Daya Mineral terdin dar :
a, Kepala kantor,

b, Sub Bagian Tata Usaha;

c. Saksi Energl Kestinkan;

d. Seksi Minvyak dan Gas Bumi;

g. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;

. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Eepala Kantor;

b Sub Baglan Tata Usaha;

c, Seksi Produbkst dan Penyuluhan;

d. Seksi Kesshalan Hewan,

e Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
f. Eelompok Jabatan Fungsional,

Baglan Ketigabelas
Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelakcsana Teknis terdin dar
8. Kepala;

b, Sub Bagian Tata Lsaha;

€. Eslompok Jabatan Fungsional,



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29
Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Struktur Onganisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
tercantum  dalam Lampiren yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah inl.

BAB V1.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal vang belum distur dalam Peraturan Doerah tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah inl, sepanjang
mengenal pelakcsanaantya dialur lebih lanjut oleh Bupat,

Fasal 3.2

Dengan berlakunya Peraturan Daerzh ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Sumeansp Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah dimyatakan tidak berlaku iagl.
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mutal berlaku pada tangoal diundangikan.

Agar Setiap orang dapat  mengetahuirna,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.
Disaflkan &  © Sumenep
pada tanggal
BL ENEP
Chundlangian i - Sumensp
pada aeggal - 16 Januar 2006 piae
SEKRETARLS DAERAH KABLIFATEN . . RAMI M
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE,
H. FEN A, EFFENDY SAIDS. SE. Moi, M,
Permtina LMaira Mixia

AP, SH0 CEY 357
LEMBARAN DAERAH HABUPATEN SUMENEP TAHUN 2006 MOMOR 03



KEPALA BADAN

|- % SEKRETARIAT

KH. MOH, RAMDLAN SIRAJ, BE, MM



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM



TR Prergturan Dessvah Kabohanin SumraD
Homor Tahun 2008

Tarags

STRUKTUR ORGANISAS]
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sub Bldang Sub Hidang Sty Bdang
B Bidang Kepangkatan Administrasd Pandidikan
Kesajahteraan dan Janatan dan Pelathan
Pegawal Penggajian Struktural dan Fungsional
Fungsicnal Fungsional




.H.urru:r : Tabun 2008




LSTinarae Perpluran Dgsrah Kabunsien Syrmnman
Momoy ©  Tabhun J008

STRUKTUR ORGAMISAS]
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KEPALA BADAN
| SEKRETARIAT
[ ]
Sub Bagan Subbag
Librrasm PO,
Farongkapan & Parencanaan
[T dan Keuangan
Bidarg Badang Fangetolaan Bidang
Informmimsi Kaoerusndoas| Crata Elskctromik Pembinaan dan
dan Telsmatika | Penzinan
| A =
Saik: Badang
[rasa dan Modio Calak Cata Elskitromnik —
Penyajan dan Elesfromk dam Tassmalika Pembinaan
e _ |
Suln Bidang [
Sutr Bigsng Foramangan, | Sub Bidarg Suib Bidang
Panyabaran .o kasl dan TR -
o I g Pradaana Perizinan
| i
uPT
Radio Gema Surmekar
(RES) |




BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

KEFALA BADAN

Kel. Jab. Fungs.

Bidang
Biictang Pamantaatan Bidang
Pemberdayaan | |  Teknolog Pembardayaan
Masyaraka |. Tepal Guna Ferempuan
| | .
= it
Suly Didarg Swb Bidarsg . | Fembinaan -
Masy s ksl Taknakogl Perempuarn
Tapad Guna
- .
Suty Bidarg
Fosflasi [~
P e i)

KH. MOH, RAMDLAN SIRAJ, SE, MM



L Paraturan Dasrah Kabupaten Sumenep
PRCETEOY Tatin 2006

STRUKTUR ORGANTISAS]

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA BALDAN

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM




Lampaan Pergiuran Dasrah Kabupalen Sumensg
e o Tarean P00

Tanggai

STRUKTUR DRGANISAST
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH




Lampran Peraiuran Caerah Kabupaten Sumenep
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